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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kepemimpinan

2.1.1 Pengertian Kepemimpinan

Pengertian tentang kepemimpinan banyak sekali ragamnya, hal ini tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Namun pada dasarnya yang menjadi inti permasalahannya adalah hubungan antara seseorang yang disebut sebagai pemimpin dengan sekelompok orang yang menjadi pengikutnya. Apabila kepemimpina tersebut berada pada lingkungan pekerjaan, maka yang dipermasalahkan adalah hubungan antara atasan dengan bawahan.

Secara umum kepemimpina dapat diartikan sebagai dasar kemampuan atau bakat, serta kelebihan seseorang untuk memimpin kelompoknya. Dengan kemampuan, bakat, serta kelebihan dari seorang pemimpin diharapkan dapat mempengaruhi dan mengendalikan pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama.

“Istilah kepemimpinan berasal dari kata kerja “memimpin” yang artinya membimbing atau menuntun, dan kata benda “pemimpin” yaitu orang yang berfungsi memimpin atau orang yang membimbing atau menuntun”(Pamudji, 1995:5).

Adapun istilah “pemimpin” berasal dari kata asing leader yang artinya orang yang memimpin dan “kepemimpinan” dari kata leadership yaitu kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain. Sedangkan Pfiffner and Sherwood mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah suatu pengaruh penting dari kebuasaan/kegiatan organisasi (leadership is often regarded as the imprortantmodifier of organization behaviour), (Pfiffner and Sherwood, 1960:384).

Dari pengertian-pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain/pengikut /bawahan agar melaksanakan apa yang menjadi kehendak atau keinginan pemimpin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Karakteristik Kepemimpinan

Seorang pemimpin yang baik haruslah memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan kepemimpinannya agar ia dapat mempengaruhi, mengendalikan dan memimpin bawahannya untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

“Persayaratan paling utama bagi seorang calon pemimpin ialah dapat memimpin orang lain kearah pencapaian tujuan organisasi dan dapat menjalin komunikasi antara manusia karena organisasi itu selalu bergerak atas dasar interaksi antara manusia” (Kartono, 2001:1990)

Selanjutnya Hans dan Kartono mengemukakan bahwa calon pemimpin ialah mereka yang memiliki kualifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki kemauan untuk memikul tanggung jawab. 
2. Memiliki kemampuan untuk perseptif. 
3. Kemampuan untuk menanggapi secara objektif. 
4. Kemampuan untuk menetapkan prioritas secara tepat. 
5. Kemampuan untuk berkomunikasi. 
(Kartono, 2001:190, 191, 192)

  Secara lebih spesifik Kartono menguraikan tentang karakteristik kepemimpinan Indonesia sebagai berikut:

“Sifat-sifat unggul kepemimpinan yang efektif ialah berani, tegas, inisiatif, luas pengetahuan dan pengalaman, peka terhadap lingkungan dan bawahan, mampu menjalin komunikasi yang akrab, berani mengambil keputusan dan resiko, rela berkorban, mau bermusyawarah mufakatbertanggung jawab dan konsekuen, bersikap terbuka, jujur dan mempunyai prinsip-prinsip yang teguh” (Kartono, 2001:284, 285)

Lebih lanjut kartono juga menjelaskan mengenai asas-asas kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan di Indonesia yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Ing Ngarsa Sung Tulada

3. Ing Madya Mangun Karsa

4. Tut Wuri Handayani

5. Waspada Purba Wisesa

6. Amberg Paramarta

7. Prasaja

8. Satya

9. Hemat 

10. Terbuka

11. Legawa

12. Bersifat Ksatria

(Kartono, 2001:285)

Dari karakteristik atau syarat-syarat kepemimpinan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang lebih dan berwibawa agar dapat menjadi pemimpin yang efektif dan dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik.

2.1.3 Teori Kepemimpinan

Teori kepemimpinan pada umumnya untuk menjelaskan tentang faktor-faktor munculnya pemimpin dan sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kartono mengemukakan sejumlah teori kepemimpina sebagai berikut:
1. Teori Otokrasi
2. Teori Psikologis

3. Teori Sosiologis

4. Teori Sportif

5. Teori Laissez Faire

6. Teori Kelakuan Pribadi

7. Teori Sifat

8. Teori Situasi

9. Teori Humanistik/Populistik

(Kartono, 2001:61)

Kemudian menurut Ralph N. Stogdil dan L.L Bernard dalam Suradinata, dijelaskan mengenai teori kepemimpina sebagai berikut:

1. Trait Theory (Teori Sifat)

Teori ini mengetengahkan bahwa seorang pemimpin dapat berhasil apabila

memiliki sifat-sifat dan cirri-ciri yang dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan tugas. Esensi teori sifat adalah pemimpin dilahirkan dan bukan dibentuk.

2. Environmental Theory (Teori Lingkungan)

Menurut teori lingkungan, lahirnya pemimpin disebabkan oleh kondisi, waktu, tempat dan situasi.

3. Personal Situasion Theory (Teori Personal dan Situasi)
Teori ini menyatakan bahwa seorang menjadi pemimpin karena memiliki keunggulan-keunggulan tertentu yang sesuai dengan situasi tertentu pula. 

4. Interaction-Ecpectation Theory (Teori Interaksi dan harapan)

Teori ini memberikan gambaran tentang manusia sebagai faktor pertama dan utama terjadinya interaksi.

5. Humanistic Theory (Teori Humanistik)

Teori ini menyoroti dari sisi kemanusiaan, kewajaran seseoranga untuk melakukansesuatu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Teori ini menegaskan perlunya memperlakukan seseorang sesuai dengan batas-batas tertentu, kewajaran, keserasian, keseimbangan maupun penghargaan.
6. Exchange Theory (Teori Tukan Menukar)

Menjelaskan bahwa antara yang dipimpin dan yang memimpin harus dapat melakukan tukar-menukar keuntungan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. (Suradinata, 1997:42)
2.1.4 Teknik Kepemimpinan

Kartono mengemukakan teknik kepemimpinan sebagai berikut:

“Teknik kepemimpinan adalah kemampuan atau keterampilan teknis memimpin dalam menerapkan teori-teori kepemimpina dalam organisasitertentu meliputi konsep-konsep pemikirannya, prilaku serta peralatan yang digunakan” (Kartono,2001:3).

Disamping itu Pamudji menjelaskan bahwa teknik kepemimpinan meliputi:
1. Teknik Pematangan atau Penyiapan Pengikut

Yaitu menyiapkan para pengikut agar selalu melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemimpin.
2. Teknik Human Relations

Merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan memotivasi orang, yaitu keseluruhan proses pemberian motif (dorongan agar orang mau bergerak). Yang dijadikan motif yaitu pemenuhan kebutuhan psikis: makan, minum, pakaian, perumahan dan sebagainya. Serta kebutuhan psikologis: kebutuhan akan kelayakan, kebutuhan akan keamanan, dan kebutuhan untuk ikut serta. Dengan dorongan untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan menyebabkan orang-orang bersedia mengikuti pemimpin yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan itu.
3. Teknik Menjadi Teladan

Yaitu memberi contoh-contoh kedisiplinan, sehingga orang-orang harus digerakkan mengikuti apa yang dilihat.

4. Teknik Persuasif

Dilakukan dengan cara lunak dalam bentuh bujukan, sehingga orang lain yang diajak suka dan bersedia untuk melakukan dan mengikuti dengan kesadaran kesiapan terhadap persoalan yang dihadapi.

5. Teknik Penguasaan Sistem Komunikasi yang Cocok

Tergantung kepada faktor keadaan si penerima, maksud dan alat komunikasi yang tersedia.

6. Teknik Penyediaan Fasilitas

Apabila sekelompok telah bersedia dan siap mengikuti ajakan pemimpin, maka orang tersebut harus diberi fasilitas-fasilitas tau kemudahan-kemudahan yang meliputi:

a. Kecakapan

b. Uang

c. Perlengkapan dan tempat kerja

d. Waktu

(Pamudji, 1995:114).

2.1.5 Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan merupakan cara pemimpin menjalankan tugas kepemimpinannya, baik berupa perencanaan, perumusan, ajakan, himbauan, maupun perinyah-perintah. Pamudji memberikan gambaran tentang gaya kepemimpinan pemerintah Indonesia, yaitu:

“Gaya kepemimpinan (Leadership Style) adalah bicara tentang bagaimana pemimpin menjalankan tugas kepemimpinannya, misalnya gaya apa yang dipakai dalam merencanakan, merumuskan dan menyampaikan perintah-perintah/ajakan-ajakan kepada yang diperintah. Gaya kepemimpinan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh paham-paham yang dianut mengenai kekuasaan dan wewenang sikap mana yang diambil terhadap hak dan martabat manusia. Gaya kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pemimpin dan situasi yang dihadapinya. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin dalam situasi tertentu dapat berbeda dengan gaya kepemimpinannya yang diterapkan dalam situasi yang lain” (Pamudji, 1995:22).
Selanjutnya Pamudji membagi tiga gaya dalam kepemimpinan di Indonesia sebagai berikut:

1. Gaya motivasi, yaitu pemimpin dalam menggerakkan orang-orang dengan mempergunakan motivasi baik yang berupa imbalan ekonomis dengan memberikan hadiah-hadiah (reward), baik yang bersifat positif maupun yang berupa ancaman hukuman (penalties), jadi bersifat negatif.

2. Gaya kekuasaan, yaitu pemimpin yang cenderung menggunakan kekuasaan untuk menggerakan orang-orang. Cara bagaimana ia menggunakan kekuasaan akan menentukan gaya kepemimpinannya.

a. Gaya Autokratik

Yaitu pemimpin yang menggantungkan pada kekuasaan formalnya, organisasi dipandang sebagai milik pribadi, mengidentifikasikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi.

b. Gaya Partisipatif

Kadang-kadang juga disebut gaya demokratif, yaitu pemimpin yang memandang manusia adalah makhluk yang bermartabat dan harus dihormati hak-haknya. Dalam menggerakkan pengikut lebih banyak menggunakan persuasi dan memberikan contoh-contoh.
c. Gaya Bebas

Yaitu kepemimpinan yang hanya kemauan pengikutnya menghindari diri dari penggunaan paksaan atau tekanan. 

3. gaya pengawasan, yaitu kepemimpinan yang dilandaskan kepada perhatian seorang pemimpin terhadap prilaku kelompok.

(Pamudji, 1995:123).  

2.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

2.2.1 Pengertian Camat

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 66 ayat 2 dan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 126 ayat 2 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Camat adalah kepala Kecamatan. Dari kedua pasal ini berarti Camat adalah penyelenggara pemerintah di tingkat Kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintah dari Bupati atau Walikota yang bersangkutan.

Dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa Camat adalah pimpinan dari tim kerja perangkat wilayah kecamatan yang bertanggung jawab di lingkunagn kerjanya.

2.2.2 Pengertian Kecamatan

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah:

1. Pasal 1 menyatakan Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabuapaten dan daerah Kota.

2. Pasal 66 Ayat 1 menyatakan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota yang dipimpin oleh kepala Kecamatan.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah:

1. Pasal 26 ayat 1 menyatakan Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

2. Pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota yang dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagaian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Menurut keputusan Bupati Sumedang No. 31 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan pemerintah Kabupaten Sumedang pasal 1 dan pasal 2 ayat 1, menyatakan bahwa Kecamatan dipimpin oleh Camat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melaui Sekretaris Daerah.

Sedangkan menurut Noordholt dalam Wasistiono, kajian tentang Kecamatan berarti meliputi tiga lingkungan kerja yaitu:

1. Kecamatan dalam arti kantor Camat.
2. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang camat sebagai kepalanya.

3. Camat sebagai bapak “pengetua”  wilayahnya.

(Wasistiono, 1992:12).

Jadi Kecamatan merupakan wilayah kerja dari perangkat pemerintah Kecamatan yang mencakup beberapa desa atau kelurahan yang berada di wilayahnya.

2..2.3 Perangkat Kecamatan

Menurut peraturan pemerintah No. 84 Tahun 2000, tentang pedoman organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 165) yang dikukuhkan dengan Peraturan Daerah khususnya daerah Kabupaten Sumedang No. 49 Tahun 2000, tentang pembentukan organisasi perangkat daerah Sumedang N0. 6 Tahun 2001 Seri D.5, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 5 Tahun 2002 ( Lembar Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2002 No. 17 Seri D), telah ditetapkan perangkat Kecamatan sebagai berikut:
1. Pimpinan adalah Camat.

2. Pembantu pimpinan adalah secretariat.

3. Pelaksana adalah seksi dan kelompok jabatan fungsional.

4. Desa.

2.2.4 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Camat

Menurut UU No. 22 Tahun 1999:

1. Pasal 66 ayat3, menyatakan bahwa camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari pegawai negri sipil yang memenuhi syarat.
2. Pasal 66 ayat 4, menyatakan bahwa Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota.

3. Pasal 66 ayat 5, menyatakan bahwa Camat bertanggung jawab kepada Bupati/walikota.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004:

1. Pasal 126 ayat 2, menyatakan bahwa Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagaian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani segala urusan otonomi daerah.

2. Pasal 126 ayat 4, menyatakan bahwa Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari pegawai negri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 1296 ayat 5, menyatakn bahwa Camat bertanggung jwab kepada Bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Hal-hal yang menjadi tugas camat merupakan satu kesatuan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh seksi dan kelompok jabatan fungsional menurut bidang dan tugasnya masing-masing. Camat secara teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

Dari penjelasan di atas dapat dikayakan bahwa Camat merupakan administrator bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menerima pelimpahan sebagaian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota dan Camat pun ahrus bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

2.3 Disiplin Kerja      
Disiplin merupakan faktor pengikat dalam pekerjaan dan merupakan alat yang dapat memaksa pegawai atau tenaga kerja untuk mentaati peraturan serta prosedur kerja yang berlaku. Disiplin dapat dikembangkan dari dalam diri seseorang, karena disiplin timbul atau terbentuk karena adanya aturan dan proses latihan yang dilaksanakan, Berkaitan dengan itu Suradinata mengatakan bahwa disiplin kerja dalam kepemimpinan dapat dibentuk dan dikembangkan melalui berbagai macam cara, antara lain:
1. Melalui pendidikan yang tidak formal yaitu dalam kehidupan keluarga dan lingkungan sekitarnya.

2. Melalui pendidikan yanitu melalui jalur Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan maupun pendidikan tinggi.

3. Melalui latihan kepemimpinan terutama melalui pelajaran pembentukan dasar disiplin melalui sikap, cara bertindak berbicara sesuai dengan aturan dan kebiasaan untuk bersikap patuh dan taat yang dapat membentuk semangat penguasaan diri dan pengendalian diri dalam kehidupan organisasi dalam masyarakat.

4. Melalui keteladanan. Ini berarti disiplin harus dimulai dari tingakat pimpinannya terlebih dahulu.

5. Melalui Gerakan Disiplin Nasional yaitu untuk mewujudkan kepatuhan keteladanan yang lahir dan sikap patuh oleh seluruh masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis sebagai konvensi yang berlaku secara nasional.

(Suradinata, 1997:129).

Dalam kegiatan pemerintah Kecamatan, disiplin kerja perangkat Kecamatan sangat dibutuhkan karena kegiatan pemerintah Kecamatan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya disiplin kerja yang tinggi dari pegawai kantor Kecamatannya.
2.3.1 Tujuan Disiplin Pegawai 

Pada umumnya kedisiplinan diartikan bilamana pegawai datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaanyya dengan baik, mematuhi semua peraturan dan norma-norma yang berlaku. Didalam kedisiplinan diperlukan peraturan dan hukum, peraturan tersebut sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pegawai dalam menciptakan tata tertib yang baik maka semangat kerja, moral kerja, efisiensi dan efektifitas kerja pegawai akan meningkat. Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan organisasi/instansi, pegawai dan masyarakat.

Hukuman diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan, karena hukuman itu adalah untuk mendidik pegawai supaya berprilaku dan mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan. Pemberian hukuman itu harus adil dan tegas terhadap semua pegawai, karena dengan keadilan dan etegasan ini sasaran pemberian hukuman akan tercapai. Peraturan tanpa adanya hukuman yang tegas bagi pelanggarannya bukan menjadi alat pendidik bagi pegawai.

Kedisiplinan pegawai dalam organisasi harus ditegakkan karena tanpa dukungan disiplin pegawai yang baik maka organisasi tersebut akan sulit untuk mewujudkan tujuannya. Jadi kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, oleh karena itu dalam suatu organisasi/instansi pemerintah dibuatlah peraturan tentang kedisiplinan pegawai bagi pegawai negri sipil yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negri sipil.
Sekali lagi peraturan tidak bisa dipisahkan dengan adanya sanksi/hukuman, hukuman diberikan kepada mereka yang melanggar dan tidak mentaati peraturan yang berlaku. Dengan memberikan hukuman atau mengadakan beberapa tindakan disipliner yang resmi lainnya terhadap mereka yang melanggar, diharapkan para pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dengan berpacu pada peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini penulis berkeyakinan bahwa bagaimanapun cakapnya seorang pegawai, ia masih juga membuat kesalahan dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi dalam hal seperti ini hendaknya dilakukan pendekatan untuk mencari sebab-sebab kesulitan pegawai serta menolong pegawai tersebut agar dapat memperbaiki kesalahannya. 

Hal ini menekankan pada bantuna kepada pegawai untuk mengembangkan sikap yang layak terhadap pekerjaannya dan merupakan cara pimpinan dalam membuat peranannya dalam hubungannya dengan kedisiplinan. Dengan demikian jelaslah bahwa kedisiplinan merupakan kunci terwujudnya tujuan suatu organisasi, karena dengan terwujudnya kedisiplinan yang baik berarti pegawai sadar dan bersedia mengerjakan semua tugasnya dengan baik.           
Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi terhadap disiplin menurut hasibuan, sebagai berikut:

1. Tujuan dan Kemampuan

2. Teladan dan Pimpinan

3. Balas jasa

4. Keadilan

5. Waskat (pengawasan melekat)

6. Sanksi (hukuman)

7. Ketegasan

8. Hubungan Kemanusiaan
 (Hasibuan, 1991:214).
